
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVlNSI J AWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 40 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 
DA PE G RUSUT MAAN HAK ANAK 

Menjmban 

Mengingat 

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan 
kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan 
dan keadiIan gender dalam pembangunan, di erlukan 
Pengarusutamaan Gender; 

b . bahwa da la rangka menjamin , melindungi dan memenuhl 

Hak Anak agar dap t hidup, tumbuh dan berkembang 
secara optima esu i dengan harkat dan m rtabat 
kern nuasiaan, di erl kan Pengarusutamaan Hak ak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan se agaimana d il aksud 
da lam h uruf a d h uruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasi alaya tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Peng usuta aan Gender dan Pengarusuta aan Hak Anak 

dalam P Ihbangu nan Daer 

1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Nomor 14 
Daerah-daerah 

Tahun 19 50 
Kab upaten 

ten tan g 
dalam 

Lingku ngan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentu kan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 

1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Internasional tentang Penghapusan segaIa bentuk 
Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten tang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886) ; 

5 . Undan -Undan Nomor 23 Tahun 2002 ten tang 
Pe rlindungan Anak (Lembaran Nega ra Re ublik Indonesia 

Tahu 002 Nomor 10 , Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaiman di ubah 
den an Undang-u d ng Nomor 35 Tahun 2014(Lemb ran 
Negara Repu lik In donesia Tahun 2014 Nomor 2 97, 
Tambahan Lemb an e ara Republik Indonesia N mar 
5606); 

6 . Undang-Undang 0 or 25 Tahun 2004 tentan istem 
Perenc a Pembangun Nasional (Lembar egara 
Republik Indonesia Tahun 2004 omor , Ta bahan 
Lemba ru gara epubli lndonesi Tomar 4421) ; 

7 . n -Und g Nomo 2 2014 tentang 
an Daerah ( mb egara R publik 

Indonesia ahun 20 14 ornor 2 bahan Le baran 
Negar . epublik I d nesia Nomo 5587) sebagaiman a telah 
diub beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

mar 9 T 2015 tentan Perubahan du a Atas 
Unda n -Un ang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang 
Pem r' tah Daer (Lembar Republik 
I . on esi n 2 a or 58, Lernbaran 

egara epu Ind esia omor 5 79); 
8 . Perat urari 

mbi a ru 
, tah n 

Tahu 20 

emerintah Nom r 12 Tah un 20 17 tefl fang 
dan Penga lITasan Penyelen garaan Peme­

aeraI1 ( mbara n Ne ara epublik Indonesia 
Nomor 73, amb an Lembaran Negara 

Republik In nesia Nomor 0 1) ; 
9. Intruksi Presi n omor 9 Tahun 2000 ten tang 

Pengarusutamaan ender dalam Pembangunan Nasional ; 
10. Peraturan Meteri DaIam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusutamaan 
Gender di Daerah seba gai ma na telah di ubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
201 4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten TasikmaIaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

14. Pera u a n Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Pemberdayaan Perempuan 

ak; 

MEMUTU KAN: 

~ Perlindungan. 

Meneta k P RATURAN BUP TI TENTANG PEDOMAN U UM 

DAN PELAKSANAAN PE NGARUSUTAMAAN GENDER 
PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALA 
DAERAH. 

AB 1 
, T ENTU AN UM 

Pasal 1 

PEMBA UNAN 

Dalam Peraturan Bt pati ini, ya ng dim BU engan: 
1. Daerah adalah aerah Ka upaten Ta ikmal y . 
2. Pem . ta dal· u a li seb g uns r peny \enggara 

aan urusan pem rintahan 

3 . 
4. 

5. 

Peme . tah Daerah an emim in p lak 
yang enjad i k we Rng n · ra h to om . 
Bupati a lah B ati T ikm aya. 
Perangk t Daerah adal Unsur Pel bantu B pati Dew' n Perwakilan 
Rakyat D er h al m Pe 'elengga an Urusan Pemer · tah y g menjaedi 
kewenanga Da rah. 

Gender adalah on~ep y 
laki dan perempuan ang 
sosial dan budaya masya 

g mengacu pa a peran da tanggung jawab laki­
eJja . kibat an d dapa erubah oleh keadaan 
kat. 

6. Responsif Gender adalah a t ke ijakan, program, kegiatan dan 
Petiganggafan yang memperlia tika erbed aati, Kebutllliati , Perigalaffiati dan 

Aspirasi Laki-Iaki dan Perempuan. 
7. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan Kondisi bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memperoJeh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 

budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil 
pembangunan. 

8 . Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-Iaki 
dan perempuan. 
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9 . Pengerusutaam Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah Strategi yang 
di bangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral 
dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pen ganggaran , pemantauan 
dan evaluasi atas kebijakan , program dan kegiatan pembangunan di daerah. 

10. Anggaran responsif Gender yang selanjutnya di singkat ARG adalah 
Anggaran yang mengkoordinasikan keadilan bagi Perempuan dan Lakj-Iaki 

dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, 
mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan 
peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. 

11. Gender Bud et Statement yang selanjutnya di sing a dalah Dokumen 
yang men iIiformasikan suatu output kegiatan telah sponsive Gender 
terhada p i gender . 0 ada , dan/ata u a t bia a lah di okasikan pada 
ou ut egiatan unuk menangani permasalahan kesenjangan ge er. 

12. re canaan Responsif Gender a alah Perencanaan untuk encapai 
se aan dan keadilan G nder, Tang dilakukan melalui pengint 'Ian 

peng aman, lnspirasi, Kebutuhan, p ten si, dan penyelesaian perma ahan 
perem puan dan laki-laki. 

13. Fok oin PUG adalah aparat Perangkat Daerah yan m m unyru 
kemarnpuan u tuk melak kan pen arustamaan gen di unit k rjanya 
masing-masi.ng. 

14. Kelo pok erja pt;nl~arusutam 

PUG a ah W >l W .. 

g n r yang selanjutnya diseb t Pokja 
p aksa an ggera engar sutaan 

gen ag . daer 

15. Pengaru u am an g selanju ya disihgkat PU A adalah 
strat. gi mengi tegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke alam seti p tahapan 
pembanguna yang eliputi pere canaan , pel sanaan, pemanta an dan 
eval asi peraturan per n d -undangan, kebija . gr' kegi tan dan 

dengan menerap pri sip kepe tingan ter aik b gi an 
16. a h s se r y g belum b rusia 18 (del a n b la ) tahun, 

termas k anak y g m s' d am kandun an. 
17. Hak anak adal bagi dari al< Asasi an sia ang waj ib dijamin , 

d ilindung' d ipenuhi 0 eh or g tua, ke uarga, masyaraka t , pemerintah 
dan negro·a. 

18. Perlindungan a a k a alah segala kegia tan u tuk enjamin dan melindungi 
anak dan hak-ha ya a ar apat hidu , tu 
berpartisipasi secara op 'mal sesual de gan 

uh, berkembang dan 
harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendap' f p e lindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutya disingkat KLA adalah sistem 
pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen 
dan sumber daya pemerintah , masyarakat dan dunia usaha yang terencana 
secara menyeluruh dan berkeJanjutan dalam program dan kegiatan 

pemenuhan hak anak. 
20. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan walcil dari 

unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan 
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tinggi, organisasi non pemerintah , lembaga swadaya masyarakat, dunia 
usaha, orang tua dan anak. 

21. Masyarakat adalah perseorangan , keluarga, kelompok dan organjsasi sosial 
dan/ atau organisasi kemasyarakatan. 

22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, 

atau ayah dan/atau ibu angkat. 

BAB II 
K UD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pedoman 
pedom 
pem 

urn pel ' • ana . PUG an PUHA di r aksudkan untuk m mberikan 
kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerin tah an , 
nan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. 

Pasal 3 

Tujuan PU J dan PUHA yaitu: 
a . mem per sempit dan meniadakan kes njangan gender yang mengan k pada 

penca pajan kesetaraan dan keadilan g nder; 

b . trans aransi dan akuntabilitas emerintah alam pem a yang 
berperspe .. if ender Ie, r at a an lebih i gkat, khu susnya 
dala mem ertan a; 

c. mem an g n inisi tif Jam pere a ela sanaan, 
peman t an dan evalua i k ija da o emban unan. 

Pasal4 

Pedoman U urn P a .... laan PUG e ujuan: 
a. memb rikan acuan bagi p atur Perangkat Daer , Keca a tan, 

dan Desa d lam m y sun s trategi pe . tegrasian g der y n g 
elurahan 
ilakukan 

melalui erenc , p nyu s , pelak anaan, peng aran, pemantauan 
dan evalu si ata kebijak pr gram d kegia pembangunan; 

b. mewujudk renean' an responsif gender mel i pengintegrasian 
pengalaman, spir si, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan 
laki-laki dan perel Uat ; 

c. mewujudkan kesetara dan eadilan gender dal kehidupan berkeluarga, 
bemegara dan berbangsa; 

d . mewujudkan pengelolaan anggar yan responsif gender; 
e. rrteningkatkan kesetaraan dan k eadilan dalam kedudukan, peranan d an 

tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya 
pembangunan; dan 

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
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BAB III 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

PasalS 

(1) Pemer inta:h daerah berkewajiban menyusun ke bijakan, pt dgtatn, dan 
kegiatan pernbangunan responsif gender yang dituangkan daJam Rencana 
Pernbangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis 
Perangkat Daerah , dan Rencana eIja Perang a t Daerah. 

(2) Penyusu an kebijakan, program, dan kegiatan pemba u n a n respansif 
gender sebagaiman i aksu pada aya t (1) d ilaku kan melalu ' an ali sis 
ge ' er. 

Pa 6 

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam P sal 5 

aya t (2) dapat menggunakan metod Alur KeIja Analisis Gender ( ender 
Ana lis) s Pathway) atau metode an . sis lain. 

(2) Analisis gender terhada Rencana KeIja Per gkat Daer dilak kan oleh 
masm g- , Pe t D 

(3) Pel a 

( 1) 

(2) 

(1) 

Renj Pe an 

dengan lembaga perguru 
dj bid aJ1gnya. 

Hasil alisis ge der seb 
d.ituan gka d ny su 

Hasil an isis g der yang 

Daerah dalam me yusun 

yang tak rp ' sahka d eng' 

Bappeda mengoord.i sikan 
Rencana KeIja Perangka 

responsif gender. 

er G dap R MO, Ren a erang t aerah, 
RKA er -a aer at bek e 'asama 

tinggi ata u pihak lain yang memiliki a abilitas 

Pa 7 

a a{su d dalam a sa ayat (3) 

n G S. 

rda at dal m GB m nJa i da ar Perangkat 

erangka acuan keg'atan d mer p an bagian 

doku . en RKA/ PA Perang <at a erah. 

Pa sa18 

nyus nan RPJ 0 , Re stra Perangkat Daerah, 
aer h d an aran Perangkat Daerah yang 

(2) Rencana keIja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah yang 

resonsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati . 

Bagian Kesatu 

Pelaksanaan 

Pasal9 

(1) Bupati bertanggungjawab Qalam p(myelenggaraan PUG dan PUHA. 



7 

(2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilimpahkan kepada Wakil Bupati. 

Pasal 10 

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh 
Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Kabupaten dan Gugus Tugas KLA. 

(2) Bupati menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan 
Kepala Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan 
perempuan seb I ekret ·a t Pokja PUG Kabupaten. 

(3) Anggota Po ·a PUG G Tu KL alah se u h e ala/pimpinan 
Perangka t Da erah . 

(4) Pem en t kan Pokja PUG Kabupaten dan G gus Tugas KLA d ·tetapkan 
en g Keputusan Bupati. 

Pokja P G abu paten sebagaimana dimak ud dalam Pasal 10 mempuny i tugas: 
a . mempr osikan dan memfasilitasi UG kepada masing-m asing erangkat 

Oaen , Kecam tan, Kelur an dan Desa; 
b . melalcs so s · dan advo asi PUG kepada c at, kepala desa, dan 

lurah; 
c. meny s n gram n · , 
d . mend r g u dnya enca aan dan en an R sponsif 

Gend r; 
e. menyu s n renc a kerja POKJA PUG etiap u n ; 
f. bertanggungjawab kep da bupati melalui w . b pati; 
g. an re om d s i ke ij ke ada bu ati; 
h . menyu s n Profil Ge def abu at n; 
1. melak kan pem n tau an el anaan PUG i masing- 1 sing instan i; 
j . meneta k ti t knis uk ela u kan a1isis ter dap an a r daerah ; 
k. menyusu enc a Aksi Daerah (RAN A) PUG k b upaten ; dan 
I. mendoron di ka nny pemili an dan p neta pan F: cal Point di masing-

masing Peran ka Daerah . 

Pasal 12 

Tugas Gugus Tugas Kabupaten yak Anak: 
a. menyusun Rencana Aksi Oaerah LA un k 5 (lima) tahun; 
b . menentukan sasaran dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang 

disesuaikan dengan pocensi daerah meliputi masalah utama, kebutuhan , dan 
sumber daya; 

c. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas; 
d . menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas; 

e. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA; 
f. melakukan sosialisasi , advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan 

KLA; 
g. mengumpulkan data dasar; 
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h. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar; 
i. melakukan diseminasi data dasar; 
J . menyiapkan produk hukum daerah dan peraturan lainnya yang terkait 

dengan KLA; 
k. melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik; 
L meJaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 

Pasal 13 

(1) Tim Teknis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 huruf j beranggotakan 
aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gend r. 

(2) Rencana Ak i Daerah (RANDA) PUO kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pa 11 hut f k mem a: 
a. PU dalam peraturan perundan -undangan; 
b UO dalam siklu embangun 
c. p guatan kelembagaan PUO; d 
d . enguatan peran seli:a masyarakat. 

Pa 1 14 

(1) Focu / Point P 0 pada se 'ap Peran k t Dae rah terdiri dari pejabat d n/atau 
staf yan membidangi tugas perencanaan dan/atau program. 

(2) Focal P, i n UG se a 'mana d' aks d p da aya t (1) , m em u ny . t ugas: 
a . m mpr mos ' aI en g su aan g e da i etja; 
b . m mfasilitasi penyusunan rencana ketja an pe ganggar n Perangkat 

yang f -s 'o if e ; 
c. san a n pela 'h 1 , sosia1i si, ad okasi pengar sutama gender 

k p' da se u ruh peja t d staf di Hngk ng Perangka t Daer 
d. melaporka pel ksanaan PU epa a pimp in ka Daerah; 
e. me or pel k sanaan anali is, gende terhad keb 'ja kan , program, 

dan k ,giata n pa a it k 'a; d n 
f. memfasilitas i enyu u nan ata e er p da m a sin -masing Perangkat 

Daer 

(3) Focal Point UG sebagaimana im k ud ada ayat (1), di ilih an ditetapkan 
oleh kepala/ pi pin Pe anglea Dae ah. 

AB I 
PELAPORAN, PEMANTAU N DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Peiaporan 

Pasal 15 

(1) Kepala: Perangkat Daerah melaporka:n hasil pelaksanaa:t1 PUG dati PUHA di 

satuan kerjanya kepada Bupati secara berkala setiap 6 (en am) bulan. 

(2) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan di wilayahnya kepada 

Carnal. 
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(3) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di wilayahnya kepada 
Bupati. 

(4) Laporan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA meliputi : 
a. program kerja PUG dan PUHA tahun anggaran yang bersangkutan ; 
b. kegiatan yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG dan PUHA pada 

tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang beljalan; 
c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG dan PUHA; 
d . upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada. 

Bagian edua 
Pemantauan dan Evaluasi 

Pa sa! 16 

(1) B pa . melakukan pemantauan d valuasi pelaksanaan PUG dan PU A. 

(2) Pema ntauan dan evaluasi ebagai ana dimaksud pada ayat (1) dil an 
pacta setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar su s nan 
pe e tahan. 

(3) Pemmtauan dan evaluasi pelaksa aan PUG dan PUHA dil u k sebelum 
dia akannya penyusun p ogram at u ke 'a tan tahun ·kutnya. 

(4) Bapped melakukan evaluasi secara makro terhadap pelak PUG dan 
PUH da an RPJ an Re ja Peral at D e. 

(5) Pel aa'al si ka me lui kelja a P rguruar 
Tin " Pusat Stu i Wanita, atau Le Ibaga Swa a asyaraka. 

(6) HasH evaluasi e dan PUH menjadi bahan mas k dalam 
peny s unar k bijakan, program, dan kegiat tah n mend tang. 

Bupati melak k 
meliputi : 

pe bina 

BAB V 

PE BI AAN 

a sa! 6 

terha a pelaksanaan PUG dan PUHA yang 

a. penetapan pan uan tekn 's pelaksanaan P JG ala Kabu aten, Kecamatan, 
Desa/Kelurahan; 

b . penguatan kapasitas ke bagaan mel ui pela 'han , konsultasi, advokasi, 
dan koordinasi; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksa aan PUG dan PUHA di Desa dan pada 
Perangkat Daerah ; 

d . peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG dan PUHA; dan 
e. strategi pencapaian kinerja. 
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BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 17 

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dan PUHA bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. Anggaran Pendapatan dan BeJanja Desa dan Alokasi Dana Desa;dan 
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VIII 
KETENTUA PENUTUP 

Pasal 18 

Dengan be lakunya Peraturan Bupati in i, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaru utamaan Hak Anak (PUHA) di Kabupa ten 

Tasikm aya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pas 1 19 

Peratur Bupati ini mulai ber aku pada tanggal diundangkan. 

Agar seti p orang m ng ahuin a, memerin tahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tas ·kmalaya. 

Diundangkan i Singapa a 
pada tanggal 1 J ul i 2(12 1 

,ASIKMALAY A, 

Ditetapkan d· ingaparna 

Pada tan gg 16 Juli 2021 

NTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 40 


